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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan eksekusi objek 
dengan jaminan fidusia dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan eksekusi 
objek perjanjian dengan jaminan fidusia. Metode penelitian menggunakan 
pendekatan yuridis empiris yang bersifat deskriptif. Jenis data terdiri dari data 
primer yakni wawancara dan data sekunder yang berasal dari sumber hukum 
primer, sekunder dan tersier, metode pengumpulan data melalui wawancara dan 
pengamatan (observasi), kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian 
menunjukkan proses eksekusi telah sesuai dengan Pasal 29 Undang-Undang 
Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yaitu melakukan somasi, jika 
dengan somasi tetap melakukan cidera janji, maka dilakukan penyitaan dan 
penjualan benda objek jaminan fidusia melalui pelelangan umum serta mengambil 
pelunasan piutangnya. Jika terdapat sisa hasil penjualan setelah dikurangi 
pelunasan piutang, maka hasil sisa tersebut dikembalikan kepada debitur, namun 
jika hasil penjualan kurang dari hutang debitur, maka debitur wajib untuk 
melunasi kekurangan hutangnya tersebut. Adapun kendala yang dihadapi dalam 
pelaksanaan eksekusi obyek jaminan fidusia bila debitur wanprestasi adalah sikap 
tertutup dan tidak kooperatif dari debitur, debitur melawan dan tidak 
menyerahkan objek jaminan fidusia, objek jaminan fidusia dialihkan kepada pihak 
ketiga, musnahnya objek jaminan fidusia dan penurunan nilai harga obyek 
jaminan fidusia. 
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Abstract  
This study aims to determine the implementation process of object execution with 
fiduciary guarantee and constraints faced in execution of object execution 
agreement with fiduciary guarantee. The research method uses a descriptive 
juridical empirical approach. This type of data consists of primary data, namely 
interviews and secondary data derived from primary, secondary and tertiary legal 
sources, data collection methods through interviews and observations, then 
analyzed qualitatively. The result of the research shows that the execution process 
is in accordance with Article 29 of Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary 
Security, namely to make a subpoena, if by subpoena still doing a breach of 
contract, then confiscation and sale of object object of fiduciary collateral through 
a public auction and repayment of the loan. If there is a residual proceeds from the 
sale after deducting the repayment of the receivables, the remaining proceeds are 
returned to the debtor, but if the sale is less than the debtor's debt, the debtor is 
obliged to repay the deficit. The constraints faced in the execution of fiduciary 
collateral objects if the debtor defaults is a closed and uncooperative attitude of 
the debtor, the debtor opposes and does not submit the object of fiduciary 
collateral, the object of fiduciary guarantee is transferred to a third party, the 
object of fiduciary collateral is destroyed and the value of the object is fiduciary. 
 




Perekonomian merupakan aspek yang penting dalam kehidupan 
manusia untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan hidupnya. Indonesia 
mengatur perkonomian warga negaranya dalam Undang-undang dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945. Berbeda halnya dengan negara liberalisme 
dan kapitalisme yang menganggap bahwa urusan perekonomian adalah urusan 
pasar, Indonesia sebagai negara kesejahteraan (welfare state) berperan aktif 
untuk ikut mengatur kegiatan ekonomi.
1
 Bentuk negara kesejahteraan yang 
dijunjung oleh Indonesia ini dapat dilihat dari tujuan dibentuknya negara 
Indonesia dalam Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 dalam alinea keempat yakni "kesejahteraan bagi seluruh rakyat 
Indonesia." 
Dalam rangka untuk mensejahterakan rakyat, maka Indonesia 
berupaya untuk meningkatkan pembangunan nasional yang berkesinambungan 
melalui pertumbuhan ekonomi. Pasal 28H Ayat (1) Undang-undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin hak setiap warga negara 
Indonesia untuk sejahtera lahir dan batin yakni dengan menyatakan bahwa: 
"Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan 




Pasal 33 ayat (4) Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia 
menyatakan bahwa: "Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas 
demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, 
berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga 
keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional."
 3
 
Dalam mewujudkan kesejahteraan umum, Pertumbuhan ekonomi 
warga negara dapat diwujudkan melalui peningkatan usaha baik usaha dalam 
skala kecil maupun menengah. Eksistensi UMKM dalam memajukan 
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pertumbuhan ekonomi memang tidak dapat diragukan lagi karena terbukti 
mampu bertahan dan menjadi roda penggerak ekonomi.
4
 Disisi lain, UMKM 
juga menghadapi banyak sekali permasalahan, salah satunya terbatasnya 
modal kerja.
5
 Keterbatasan modal kerja bagi UMKM dapat ditanggulangi 
dengan hadirnya lembaga pembiayaan yang mampu untuk menyediakan dana 
sebagai modal usaha. Dana lembaga pembiayaan yang dikeluarkan untuk 
modal usaha misalnya adalah ketika pelaku usaha ingin menambah modal 
usaha, maka dirinya dapat mengajukan permohonan kepada lembaga 
pembiayaan untuk meminjamkan dana untuk modal usaha dengan 
menjaminkan BPKB mobil atau motor. Dalam hubungan tersebut, pihak 
lembaga pembiayaan disebut dengan kreditur dan pihak yang meminjam 
modal usaha disebut dengan debitur. Keduanya kemudian melakukan 
perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia.  
Dalam ketentuan Pasal 1313 Bab Kedua dari Buku Ketiga Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) didefinisikan bahwa suatu 
perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih 
mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.
6
 Perjanjian akan 
menjadi sah apabila memenuhi syarat yang tercantum dalam Pasal 1320 
KUHPdt yaitu, sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk 
membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. 
Menurut Hartono Hadi Soeprapto yang dimaksud dengan jaminan 
adalah sesuatu yang diberikan kepada kreditor untuk menimbulkan keyakinan 
bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang 
yang timbul dari suatu perikatan.
7
 Fungsi dari benda jaminan adalah untuk 
menjamin kepastian pengembalian hutang debitur apabila debitur wanprestasi 
dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan.
8
 Pengertian 
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fidusia menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang 
jaminan fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar 
kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya 
dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.
9
 Dalam perjanjian 
pembiayaan dengan jaminan fidusia ini, kreditur memberikan pinjaman 
kepada debitur berupa uang atau yang dapat dinilai dengan uang. 
Permasalahannya adalah ketika debitur cidera janji atau terjadi kredit 
macet, kreditur mengutus debt collector untuk mengeksekusi benda jaminan 
fidusia, namun cara debt collector dalam mengeksekusi benda jaminan fidusia 
dengan objek jaminan fidusia kendaraan bermotor adalah  dengan cara 
mengeksekusi di jalan, sementara cara mengeksekusi motor di jalan berpotensi 
menimbulkan tindak pidana.
10
  Mengenai eksekusi benda jaminan fidusia 
tersebut, sebenarnya UU NO. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia 
memberikan kepastian hukum kepada debitur dan kreditur, sehingga baik 




Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, penulis tertarik untuk 
melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan 
eksekusi eksekusi objek dengan jaminan fidusia dan kendala yang dihadapi 
dalam pelaksanaan eksekusi objek perjanjian dengan jaminan fidusia. 
Sementara itu manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: (1) 
Manfaat teoritis, diharapkan penelitian skripsi yang penulis lakukan dapat 
menambah khasanah ilmu pengetahuan di bidang hukum perdata, khususnya 
terkait dengan proses pelaksanaan eksekusi objek dengan jaminan fidusia dan 
kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan eksekusi objek perjanjian dengan 
jaminan fidusia; (2) Manfaat praktis, dapat memberikan sumbangsih kepada 
penegak hukum terhadap eksekusi objek perjanjian jaminan fidusia.  
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Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini 
adalah yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris yaitu cara prosedur yang 
dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data 
sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan 
penelitian terhadap data primer di lapangan.
12
 Jenis penelitian dalam 
penelitian ini bersifat deskriptif yakni penelitian yang bersifat 
menggambarkan dan menjelaskan secara tepat sifat-sifat suatu individu, 
keadaan, gejala atau kelompok tertentu.
13
 Penelitian deskriptif ini bertujuan 
menggambarkan dan menjelaskan tentang hal-hal yang terkait dengan objek 
yang diteliti yakni mengenai proses eksekusi objek perjanjian jaminan fidusia 
dan kendala-kendala yang dihadapi dalam eksekusi objek perjanjian jaminan 
fidusia.  
Penulis melakukan penelitian ini jenis data yang digunakan yaitu:  
(1) Data primer, yakni data yang didapat secara langsung dari sumbernya, 
yakni dari hasil wawancara; (2) Data sekunder, yaitu data yang diperoleh oleh 
suatu organisasi atau perseorangan yang berasal dari pihak lain yang pernah 
mengumpulkan dan mengolah sebelumnya.
14
 Data sekunder tersebut didapat 
dari penelitian perpustakaan. Penelitian perpustakaan adalah penelitian yang 
diperoleh dengan cara mempelajari bahan-bahan hukum.  Bahan hukum yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, sekunder dan 
tersier. Metode pengumpulan data melalui wawancara (interview) dan 
pengamatan (observasi), kemudian dianalisis menggunakan metode analisis 
data secara teknik deskriptif kualitatif yakni kualitatif yaitu dengan 
mendeskripsikan hasil penelitian terlebih dahulu kemudian dicocokkan 
dengan teori yang ada, kemudian dianalisis.
15
 
                                                 
12
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006. Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat. 
Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal.52 
13
Amiruddin & Zaenal Asikin, 2012, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rajawali Pers, 
hal. 25. 
14
Muslan Abdurrahman. 2009, Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum, Malang: UMM Press, hal. 
112. 
15
Soerjono Soekanto, 2008, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-
Press), hal. 5. 
6 
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1 Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Bila Debitur Wanprestasi 
Dalam Perjanjian Pembiayaan di PD. BPR BKK Boyolali Kecamatan 
Ngemplak Kabupaten Boyolali  
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis pada tanggal 18 
Mei 2018, di PD. BPR BKK Boyolali Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali, 
debitur atau Peminjam harus terlebih dahulu melengkapi syarat-syarat dokumen 
yang harus dipenuhi dalam akad perjanjian jaminan fidusia, yakni: (1) KTP suami 
dan Istri; (2) Surat Nikah; (3) Kartu Keluarga; (4) Surat Tanda Nomor Kendaraan 
Bermotor (STNK); dan (5) Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB). 
Setelah semua syarat terpenuhi, maka penandatanganan Perjanjian Kredit 
pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia bila debitur wanprestasi dalam 
perjanjian pembiayaan di PD. BPR BKK Boyolali Kecamatan Ngemplak 
Kabupaten Boyolali dilakukan berdasarkan ketentuan yang telah disepakati dalam 
perjanjian jaminan fidusia dengan tetap memperhatikan Pasal-Pasal dalam 
Undang-undang Jaminan Fidusia.  
Pasal 29 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia 
memberikan definisi tentang eksekusi jaminan fidusia, bahwa eksekusi jaminan 
fidusia adalah penyitaan dan penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia 
karena debitur cidera janji atau tidak memenuhi prestasinya tepat pada waktunya 
kepada penerima fidusia, walaupun pemberi fidusia telah diberikan somasi. 
Dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, mengatur cara eksekusi 
benda jaminan fidusia, yaitu dengan cara sebagai berikut:
16
 
  Pertama, apabila debitur atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi 
terhadap benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara: 
(1) Pelaksanaan titel eksekutorial sebagimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) 
oleh Penerima Fidusia; (2) Penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia 
atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta 
mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan; dan (3) Penjualan di bawah 
tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia 
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jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan 
para pihak. 
  Kedua, pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
huruf c dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara 
tertulis oleh Pemberi dan Penerima Fidusia kepada pihak-pihak yang 
berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang 
beredar di daerah yang bersangkutan. 
Perjanjian fidusia yang dibuat oleh para pihak di PD. BPR BKK Boyolali 
mengatur bahwa jika debitur lalai atau cidera janji dan melakukan wanprestasi, 
maka kreditur selaku penerima fidusia berhak untuk melakukan eksekusi dengan 
cara: (1) Penerima fidusia berhak untuk menjual obyek jaminan fidusia tersebut 
atas dasar titel eksekutorial atau melalui pelelangan di muka umum atau melalui 
penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi 
fidusia dan penerima fidusia jika dengan cara demikian diperoleh harga tertinggi 
yang menguntungkan para pihak; (2) Apabila hasil penjualan dari obyek fidusia 
tersebut tidak memenuhi atau mencukupi untuk melunasi hutang yang wajib 
dibayar oleh debitur, maka debitur tetap terikat membayar lunas sisa uang yang 
masih harus dibayar oleh debitur kepada penerima fidusia; dan (3) Apabila obyek 
jaminan fidusia berada di tangan pihak ketiga, maka penerima fidusia atau 
kuasanya secara sah dan berhak untuk mengambil obyek jaminan fidusia dari 
tempat dimanapun obyek jaminan fidusia tersebut berada. 
Eksekusi yang dilakukan oleh PD. BPR BKK Boyolali ketika debitur 
wanprestasi berdasarkan perjanjian didasarkan pada asas pacta sund servanda 
yang menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat oleh  pihak-pihak yang 
bersepakat, akan menjadi undang-undang bagi keduanya. Berdasarkan asas pacta 
sund servanda tersebut, perjanjian mengikat bagi kedua pihak bagai undang-
undang, sehingga sah bagi PD. BPR BKK Boyolali untuk melakukan eksekusi 
obyek jaminan fidusia sesuai dengan kesepakatan kedua pihak. 
PD. BPR BKK Boyolali dalam menghadapi debitur yang tidak kooperatif 
dan menghilangkan obyek jaminan fidusia juga dapat melaporkan perbuatan 
debitur kepada pihak yang berwajib selama akta jaminan fidusia telah dilakukan 
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pendaftaran sesuai dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang 
Jaminan Fidusia sebagai bentuk perlindungan hukum bagi debitur dan kreditur 
dengan ketentuan sebagai berikut: 
 Pasal 11 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia 
menyatakan bahwa "(1) Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib 
didaftarkan; (2) Dalam hal Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia berada 
di luar wilayah negara Republik Indonesia, kewajiban sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) tetap berlaku." 
Pasal 12 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia 
yang menyatakan “(1) Pendaftanan Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia; (2) Untuk 
pertama kali, Kantor Pendaftaran Fidusia didinikan di Jakarta dengan wilayah 
kerja mencakup seluruh wilayah negara Republik Indonesia; (3) Kantor 
Pendaftaran Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berada dalam 
lingkup tugas Departemen Kehakiman; dan (4) Ketentuan mengenai pembentukan 
Kantor Pendaftaran Fidusia untuk daerah lain dan penetapan wilayah kerjanya 
diatur dengan Keputusan Presiden." 
Salah satu keuntungan dari pendaftaran Akta Jaminan Fidusia adalah 
proses eksekusi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara mengajukan 
permohonan kepada Pengadilan Negeri untuk melakukan eksekusi obyek jaminan 
fidusia. PD. BPR BKK Boyolali kecamatan Ngemplak kabupaten Boyolali 
menghindari eksekusi objek jaminan fidusia melalui Pengadilan Negeri dalam 
pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia bila debitur wanprestasi. Alasan PD. BPR 
BKK Boyolali kecamatan Ngemplak kabupaten Boyolali menghindari preses 
eksekusi objek jaminan fidusia melalui Pengadilan Negeri adalah karena proses 
eksekusi objek jaminan fidusia melalui Pengadilan Negeri membutuhkan waktu 
yang lama dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit.
17
 Biaya yang tidak sedikit 
tersebut dikhawatirkan akan merugikan pihak PD. BPR BKK Boyolali karena 
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ketidak sesuaian nilai kredit degan biaya yang dikeluarkan untuk proses eksekusi 
objek jaminan fidusia melalui Pengadilan Negeri. 
Berdasarkan alasan tersebut diatas, maka PD. BPR BKK Boyolali lebih 
memilih pelaksanaan eksekusi melalui proses mediasi terlebih dahulu. Mediasi 
dilakukan oleh PD. BPR BKK Boyolali kecamatan Ngemplak Kabupaten 
Boyolali dengan cara kekeluargaan. Mediasi dengan cara kekeluargaan ini 
merupakan cara yang sesuai dengan pribadi bangsa, dan sesuai dengan nilai-nilai 
yang terkandung dalam Pancasila, yakni Pancasila sila ke-empat yang berbunyi 
"Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan 
dan perwakilan." Sila tersebut merupakan gambaran bahwa musyawarah adalah 
sebagai tradisi bangsa. Melalui sila tersebut, secara tidak langsung masyarakat 
dihimbau untuk melakukan musyawarah sebagai langkah pertama dalam 
menyelesaikan suatu permasalahan.  
Apabila musyawarah tidak menghasilkan kata mufakat, maka proses 
selanjutnya yang ditempuh oleh PD. BPR BKK Boyolali kecamatan Ngemplak 
kabupaten Boyolali adalah melakukan penjualan objek jaminan fidusia dengan 
titel eksekutorial.
18
 Penjualan objek jaminan fidusia dilakukan oleh PD. BPR 
BKK Boyolali bersama-sama dengan debitur dan/atau penjualan objek jaminan 
fidusia dilakukan dengan sepengetahuan debitur dan persetujuan debitur. Apabila 
nilai hasil dari penjualan tersebut kurang dari nilai kredit milik debitur, maka 
debitur berkewajiban untuk membayar sisa hutang yang ditanggung oleh debitur. 
Namun apabila nilai hasil dari penjualan objek jaminan fidusia lebih besar dari 
nilai kredit yang ditanggung oleh debitur, maka sisa hasil penjualan kendaraan 
setelah dikurangi hutang debitur akan dikembalikan kepada debitur. Melalui 
proses ini, baik pihak kreditur dan pihak debitur keduanya merasa tidak ada yang 
dirugikan. Proses eksekusi objek jaminan fidusia dengan cara menjual objek 
jaminan fidusia atas sepengetahuan debitur dengan titel eksekutorial dan 
mengembalikan sisa penjualan jika ada ini merupakan cara yang dilegalkan oleh 
Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan merupakan 
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cara yang paling adil. Cara yang adil ini juga merupakan cara yang sesuai dengan 
nilai-nilai Pancasila yakni Pancasila sila kelima yang berbunyi "Keadilan bagi 
seluruh rakyat Indonesia". 
Eksekusi obyek jaminan fidusia yang diatur dalam perjanjian jaminan 
fidusia di PD. BPR BKK Boyolali telah sesuai dengan rumusan yang terdapat 
dalam Pasal 29 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. 
Dengan adanya ketentuan dalam Pasal 29 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 
tentang jaminan fidusia maka secara langsung merupakan larangan terhadap 
eksekusi ilegal yang menarik kendaraan bermotor secara sepihak oleh penerima 
fidusia.    
3.2 Kendala Yang Dihadapi Oleh PD. BPR BKK Boyolali Kecamatan 
Ngemplak Kabupaten Boyolali Dalam Pelaksanaan Eksekusi Objek 
Jaminan Fidusia Bila Debitur Wanprestasi   
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis  pada tanggal 18 
Mei 2018, di PD. BPR BKK Boyolali Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali, 
kendala yang dihadapi oleh PD. BPR BKK Boyolali Kecamatan Ngemplak 
Kabupaten Boyolali dalam pelaksanaan eksekusi obyek jaminan fidusia bila 
debitur wanprestasi adalah sebagai berikut: 
Pertama, sikap tertutup dan tidak kooperatif dari debitur. Sikap tertutup 
dan tidak kooperatif dari debitur merupakan sikap tidak adanya keinginan atau 
niat dari dalam diri debitur untuk secara terbuka memberikan informasi kepada 
PD. BPR BKK Boyolali tentang kelalaian dan keterlambatan pembayaran dari 
debitur. Debitur tidak memiliki niat dan keberanian untuk menyelesaikan 
persoalan atau perkara antara debitur dengan kreditur. Debitur hanya memberikan 
janji-janji untuk melunasi hutang namun tidak kunjung melakukan pembayaran 
maupun pelunasan. Kendala dari sikap debitur yang tertutup dan tidak kooperatif 
juga tampak ketika debitur sulit untuk ditemui. PD. BPR BKK Boyolali 
melakukan kunjungan ke rumah debitur pada jam kerja dan sesuai dengan 
prosedur, namun tidak dapat menemui debitur karena debitur meninggalkan 
rumah ketika jam kerja. PD. BPR BKK Boyolali kecamatan Ngemplak kabupaten 
Boyolali dalam menghadapi sikap debitur yang tertutup dan tidak kooperatif ini 
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dengan melakukan panggilan melalui surat panggilan dan somasi yang ditujukan 
ke alamat rumah debitur namun tidak pernah mendapatkan respon dari debitur 
yang tertutup dan tidak kooperatif tersebut. PD. BPR BKK Boyolali dalam 
menghadapi debitur yang tertutup dan tidak kooperatif ini menyikapinya dengan 
telaten dan selalu berusaha mencari debitur. 
Kedua, debitur melawan dan tidak menyerahkan objek jaminan fidusia. 
Sikap debitur yang melawan dan tidak menyerahkan objek jaminan fidusia 
merupakan sikap yang bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 30 Undang-
undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pasal 30 Undang-undang 
Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyebutkan bahwa debitur 
wajib menyerahkan objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi 
objek jaminan fidusia. Dalam hal PD. BPR BKK Boyolali menemui kreditur yang 
melawan dan tidak menyerahkan objek jaminan fidusia sesuai dengan Pasal 31 
Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia adalah dengan 
meminta bantuan kepada pihak yang berwenang, yakni pihak kepolisian. Dengan 
meminta bantuan dari pihak kepolisian maka PD. BPR BKK Boyolali kecamatan 
Ngemplak kabupaten Boyolali sebagai kreditur menghindari cara-cara kekerasan 
dan paksaan secara sepihak yang bertentangan dengan hukum dan menghindari 
sikap main hakim sendiri. PD BPR BKK Boyolali kecamatan Ngemplak 
kabupaten Boyolali berusaha melakukan proses eksekusi objek jaminan fidusia 
secara hati-hati, tidak gegabah dan tidak bertentangan dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
Ketiga, objek jaminan fidusia dialihkan kepada pihak ketiga. PD. BPR 
BKK Boyolali dalam hal barang yang menjadi objek jaminan fidusia beralih ke 
pihak ketiga tetap berhak untuk mengeksekusi obyek jaminan fidusia tersebut. Ha 
tersebut sesuai dengan apa yang telah tertulis dalam perjanjian jaminan fidusia 
bahwa PD. BPR BKK Boyolali berhak untuk mengambil atau menyuruh ambil 
objek jaminan fidusia dimanapun objek jaminan fidusia tersebut berada sekalipun 
objek jaminan fidusia tersebut berada pada pihak ketiga. 
Keempat, musnahnya objek jaminan fidusia. Musnahnya barang yang 
menjadi objek jaminan fidusia mengakibatkan kreditur dalam hal ini PD. BPR 
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BKK Boyolali kecamatan Ngemplak kabupaten Boyolali tidak dapat melakukan 
eksekusi objek jaminan fidusia karena barang yang menjadi objek jaminan fidusia 
tersebut tidak ada atau telah musnah. Apabila objek jaminan fidusia dinyatakan 
hilang, maka debitur berkewajiban untuk membantu kreditur mencari dan 
menemukan objek jaminan fidusia tersebut. Apabila objek jaminan fidusia 
musnah atau hilang yang disebabkan oleh pencurian, maka debitur dapat meminta 
klain asuransi kepada perusahaan asuransi untuk mengganti objek jaminan fidusia 
milik debitur. 
Kelima, penurunan nilai harga obyek jaminan fidusia.  Kendala PD. BPR 
BKK Boyolali kecamatan Ngemplak kabupaten Boyolali dalam pelaksanaan 
eksekusi jaminan fidusia adalah ketika nilai atau harga objek jaminan fidusia 
menurun. Dalam perjanjian jaminan fidusia telah dijelaskan, bahwa ketika hasil 
lelang atau hasil penjualan bawah tangan objek jaminan fidusia nilainya kurang 
dari nilai kredit maka debitur berkewajiban untuk membayar kekurangan hutang 
yang belum terbayarkan setelah pelaksanaan eksekusi. Namun hal ini tetap 
menimbulkan resiko bagi kedua pihak. Maka untuk mengantisipasi terjadi kondisi 
seperti tersebut diatas, PD. BPR BKK Boyolali selaku kreditur harus pandai-
pandai dalam menghitung dan memperkirakan nilai objek jaminan fidusia 
dikemudian hari. PD. BPR BKK Boyolali akan menurunkan nilai kredit dari nilai 
harga saat perjanjian jaminan tersebut terjadi.  
Kendala yang dihadapi oleh PD. BPR BKK Boyolali Kecamatan 
Ngemplak Kabupaten Boyolali dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia 
bila debitur wanprestasi merupakan kendala yang pernah terjadi dan akan dapat 
terjadi lagi di  kemudian hari. Oleh karenanya PD. BPR BKK Boyolali selalu 
berusaha untuk bersikap hati-hati dalam melaksanakan perjanjian kredit, 
perjanjian jaminan fidusia dan dalam melaksanakan eksekusi objek jaminan 








4.1 Kesimpulan  
Pertama, pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia bila debitur 
wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan di PD. BPR BKK Boyolali Kecamatan 
Ngemplak Kabupaten Boyolali. Pelaksanaan eksekusi yang dilakukan oleh PD. 
BPR BKK Boyolali Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali telah sesuai 
dengan Pasal 29 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia 
yakni dengan melakukan somasi terlebih dahulu, kemudian jika dengan somasi 
debitur tetap melakukan cidera janji, maka PD. BPR BKK Boyolali Kecamatan 
Ngemplak Kabupaten Boyolali melakukan penyitaan dan penjualan benda yang 
menjadi objek jaminan fidusia melalui pelelangan umum serta mengambil 
pelunasan piutangnya dari hasil penjualan. Penjualan di bawah tangan yang 
dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan 
cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak. 
Pelaksanaan penjualan dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak 
diberitahukan secara tertulis oleh Pemberi dan Penerima Fidusia kepada pihak-
pihak yang berkepentingan. Jika terdapat sisa hasil penjualan setelah dikurangi 
pelunasan piutang, maka hasil sisa tersebut dikembalikan kepada debitur. Namun 
jika hasil penjualan kurang dari hutang debitur, maka debitur berkewajiban untuk 
melunasi kekurangan hutangnya tersebut.  
Kedua, kendala yang dihadapi oleh PD. BPR BKK Boyolali Kecamatan 
Ngemplak Kabupaten Boyolali dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia 
bila debitur wanprestasi. Kendala yang dihadapi oleh PD. BPR BKK Boyolali 
Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali dalam pelaksanaan eksekusi obyek 
jaminan fidusia bila debitur wanprestasi adalah: (1) Sikap tertutup dan tidak 
kooperatif dari debitur, (2) Debitur melawan dan tidak menyerahkan objek 
jaminan fidusia, (3) Objek jaminan fidusia dialihkan kepada pihak ketiga, (4) 







Pertama, kepada masyarakat. Dalam melakukan perjanjian kredit maupun 
perjanjian jaminan fidusia harus memperhatikan dengan jelas isi perjanjian 
tersebut. Masyarakat harus memperhatikan hak dan kewajiban masing-masing 
pihak agar tidak rterjadi kendala dikemudian hari yang merugikan kedua pihak. 
Kedua, kepada bank. Bank harus selalu berusaha untuk bersikap hati-hati 
dalam melaksanakan perjanjian kredit dan melakukan perjanjian jaminan fidusia, 
agar kendala-kendala yang mungkin terjadi dikemudian hari dapat diminimalisir. 
Bank dalam melaksanakan eksekusi objek jaminan fidusia harus sesuai peraturan 
undang-undangan yang berlaku. 
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